BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi

penyelenggaraan pelayanan tera ulang pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan

Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro berdasarkan teori implementasi kebijakan

George C. Edwards III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan

struktur birokrasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi
Implementasi penyelenggaraan pelayanan tera ulang dari aspek komunikasi
telah berjalan dengan baik. Penyampaian informasi dilakukan melalui
berbagai media, seperti media sosial, surat pemberitahuan kepada
pemerintah kecamatan, poster edukasi, serta kegiatan sosialisasi secara
langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha. Informasi yang diberikan
telah disampaikan secara jelas, mudah dipahami, serta konsisten sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Meskipun demikian, sosialisasi
kepada pelaku usaha di wilayah yang jauh dari pusat Kabupaten Bojonegoro
masih perlu ditingkatkan agar informasi mengenai pelayanan tera ulang
dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata.

2. Sumber Daya
Implementasi pelayanan tera ulang dari aspek sumber daya telah didukung
oleh aparatur yang memiliki kompetensi di bidang metrologi legal, sarana

dan prasarana pelayanan yang memadai, serta kendaraan operasional untuk
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mendukung pelayanan di lapangan. Namun demikian, jumlah sumber daya
manusia masih perlu ditingkatkan mengingat luas wilayah Kabupaten
Bojonegoro dan banyaknya alat ukur yang menjadi objek pelayanan tera
ulang sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Disposisi Pelaksana

Disposisi pelaksana dalam penyelenggaraan pelayanan tera ulang telah
berjalan dengan baik. Aparatur menunjukkan komitmen yang tinggi dalam
melaksanakan tugas, bersikap ramah, responsif, serta memberikan
pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Selain itu,
pelaksanaan pelayanan jemput bola di pasar dan kecamatan menunjukkan
adanya inisiatif aparatur dalam meningkatkan akses pelayanan kepada
masyarakat. Sikap profesional tersebut memberikan dampak positif
terhadap kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan tera ulang.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam penyelenggaraan pelayanan tera ulang telah
mendukung implementasi pelayanan dengan baik. Hal ini ditunjukkan
melalui adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), pembagian tugas yang
jelas, serta koordinasi yang baik antarpegawai maupun dengan pemerintah
kecamatan dan pihak terkait. Struktur birokrasi yang tertata tersebut mampu
mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan sehingga pelayanan dapat
diberikan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, implementasi penyelenggaraan pelayanan tera ulang
pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten

Bojonegoro telah berjalan dengan baik berdasarkan keempat indikator
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implementasi kebijakan George C. Edwards III. Meskipun demikian, masih
terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, khususnya pada
pemerataan sosialisasi kepada masyarakat dan penguatan sumber daya

manusia agar kualitas pelayanan dapat semakin optimal.

. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten
Bojonegoro

Dinas diharapkan dapat meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai
pentingnya tera ulang kepada masyarakat, khususnya kepada pelaku usaha
di wilayah yang jauh dari pusat Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, perlu
dilakukan penambahan atau penguatan sumber daya manusia di UPTD
Metrologi Legal agar pelaksanaan pelayanan tera ulang dapat menjangkau
seluruh wilayah secara lebih efektif. Dinas juga diharapkan terus
meningkatkan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi
informasi serta pembinaan aparatur secara berkelanjutan guna

mempertahankan profesionalisme dan kualitas pelayanan publik.

2. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha

Masyarakat dan pelaku usaha diharapkan lebih aktif mengikuti informasi
yang disampaikan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Bojonegoro mengenai jadwal pelayanan tera ulang serta

meningkatkan kesadaran untuk melakukan tera ulang secara berkala
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sesuai ketentuan yang berlaku. Kepatuhan terhadap pelaksanaan tera
ulang diharapkan dapat menciptakan kegiatan perdagangan yang adil,
transparan, dan memberikan perlindungan bagi konsumen maupun

pelaku usaha.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian
mengenai implementasi pelayanan metrologi legal dengan
menggunakan teori atau pendekatan yang berbeda, seperti kualitas
pelayanan publik, kepuasan masyarakat, atau inovasi pelayanan publik.
Selain itu, penelitian dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang
lebih luas atau menggunakan metode penelitian yang berbeda
sehingga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif mengenai

penyelenggaraan pelayanan tera ulang.
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